BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian  
Seiring perkembangan zaman, potensi perekonomian sangat besar sehingga pelayanan publik berperan sangat penting dalam kehidupan pemerintahan karena pelayanan publik dapat diartikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik merupakan indikator yang utama dalam penilaian kinerja pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintah dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila pelayanan publik yang dilakukan bertujuan pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas dapat memberikan kesan dan kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakatlah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Lewis dan Gilman (Hayat, 2017:21) mengemukakakan bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap kualitas pelayanan publik untuk menjunjung tinggi kepercayaan kepada masyarakat karena kepercayaan masyarakat merupakan dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik.
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu melalui Undang-undang ini, pemerintah berkewajiban untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga kemurnian pelayanan dengan menjauhkan dari praktik penyalahgunaan kewenangan baik dari masyarakat sebagai penerima maupun pemerintah dan korporasi sebagai pemberi layanan. Sehingga acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dengan standarisasi penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur dapat tercapai.
Sejalan dengan itu, maka untuk mencapai pemerintahan yang baik pemerintah harus terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik karena permintaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri terus meningkat.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sendiri merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat terkait dengan urusan perizinan maupun non perizinan yang meliputi 1) Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi; 2) Izin Lokasi; 3) Izin Mendirikan Bangun;an (IMB); 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung Baru Perumahan: 5) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; 6) Tanda Daftar Gudang; 7) Izin Trayek; 8) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); 9) Izin Usaha Penggilingan Padi; 10) Izin Usaha Jasa Konstruksi; 11) Izin Usaha Peternakan; 12) Izin Usaha Pemotongan Hewan; 13) Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI); 14) Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan (IPHPK); 15) Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama); 16) Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pertama); 17) Izin Apotek; 18) Izin Toko Obat; 19) Izin Operasional Klinik; 20) Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; 21) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; 22) Izin Optikal; 23) Izin Pemasangan Reklame (Non Insidentil) Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron; 24) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan; 25) Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan; 26) Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air; 27) Izin Pengelolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 28) Izin Usaha Simpan Pinjam; 29) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) Untuk Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri, Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri; dan 30) Izin Pusat Kesehatan Masyarakat.
Kabupaten Cirebon yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, sehingga permintaan akan pelayanan publik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pun semakin meningkat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dinilai masih belum optimal. Beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan lamanya proses perizinan, biaya yang tidak transparan, serta kurangnya informasi yang diberikan kepada pemohon perizinan. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha yang merasa kesulitan dalam mengurus perizinan usaha mereka, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, sistem yang belum terintegrasi dengan baik, serta minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Skripsi dengan judul : “Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon”.





1.2 Rumusan Masalah 
Masalah dalam penelitian ini disajikan dalam suatu bentuk pernyataan masalah yaitu Kualitas Pelayanan Publik yang belum efektif sehingga menyebabkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjalan belum optimal.
Berdasakan Pernyataan Masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:
1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pernyataan-pernyataan masalah yang terdapat dalam Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:
1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal.
3. Merancang upaya yang tepat untuk mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kegunaan teoritis :
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi bagi pengembangan teori administrasi publik khususnya teori kualitas pelayanan publik.
b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya literatur tentang kualitas pelayanan publik.
2. Kegunaan praktis
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menentukan langkah apa saja yang diperlukan untuk mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik. agar berjalan secara optimal.
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b. [bookmark: _GoBack]Hasil penelitian dapat dijadikan referensi untuk penulis yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
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